
BUPATI I(ATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 56 TAHUN 2AL6

TENTANG

PEDOMAN PEI{YELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN

GANTIRUGIKEUANGANDANBARANGMILIKDAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Majelis Pertimbangan
Tuntutan perbenda[araan dan Tlrntutan Ganti Rugr kerugian

daerah dalam upaya penyelesaian kerugian daerah, perlu

dilakukan penyempufflaan terhadap Peraturan Bupati
Katingan tio*br 

-28 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;

Mengingat :

b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan

ientang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

dan Tuntutan Ganti Rugr Keuangan dan Barang Milik Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 7999 tentang
penyelJngg*"* Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korurpsi, 
-kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Reprrblik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang.UndangNomor3lTahunL999tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 14O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun zoal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AOL Nomor 134, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor a150);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2oo2 tentang Pembentukan

KabupatenXatingan,Kabupaten-seruyan,Kabupaten
sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

KabupatenPulangPisau,KabupatenMurungRayadan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 18
,iambahan Gmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a 180);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan
pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a4ool;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2077 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9il;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali teralctrir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO1 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a 138);

Peratrrran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OO 1 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOL Nomor lLg, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a 139l;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OO9 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor $al;

6.

7.

8.

9.

10.
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14.

15.

16.

L7.

18.

19.

20.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara /Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6521;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2A, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6O9);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor arc\;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor T4,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLO Nomor L23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2OO9
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OOg Nomor
1);

22.

23.



Menetapkan:

24. Peraturan Daerah Nomor l L Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2OO8 Nomor 11);

25. Keputusan Presiden Nomor 8O Tahun 2OO3 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Repuutit Indonesia Tahun 2003 Nomor LzO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2OLL;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun L996 tentang
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugt
Keuangan dan Barang Daerah;

2g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2oo4
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang

Dipisahkan;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L7 Tahun 2OOT

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor-L9

Tahun 2oL6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

31 . Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2ao7 tentang Tata Cara Penyelesaian
Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAI{ DAN

TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Daiam Peraturan Eupati ini yang dimaksuci Cengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah ariaiah Pemerintah Kabupa-'ten Katingan'
3. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemer-intah Da_era-h da-n De',va-n Penva-ki1a-n Ralqya-t Da-era-h mentlrr;t asas

otoncrni <ian tligas pembaniuan <iengan prinsip otonomi seiuas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana



4.
5.
6.

7.
8.
9.

dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.
Bupati adalah BuPati KltilSan'
Sekretaris paerah adalah Sitretaris Daerah Kabupaten Katingan'

Satuan Kerja Perangkat Oaer$ yang selanjutnya disebut 9KPD' adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Katingan.
i""p"ft"*t adalah Inspektorat Kabupaten Katingan'

inspet tur adalah Inspektur Kabupaten Katingan'

Majelis Pertimbangan Tultutan 
^Perbendaharaan dan T\rntutan Ganti Rugt

Daerah selan3utnfa disebut Majelis Pertimbangan TP-TGR adalah para

pejabat yang -"i-omao ditetait<an ultuk membantu Bupati dalam

penyelesaian t""irtL perbenda?raraan dan tuntutan ganti rugi keuangan

dan barang milik daerah.
pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku' diangkat oleh pejabat

yang Uerwenang 
- A; disirahi tugas negara lainnya yang ditetapkan

berdasart *r, p"ritot"t, perundang-undangan yang meliputi:

a. Pegawai Negeri SiPil (PNS);

b. Pelawai reirerintatr dengan Perjanjian K9T ." 
pPPK);

;. eeiawai pada Perusahaan Daerah (Perusda)'
plg"*?i- Nejeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara

Indonesia y*g il"*"rrrifri syirat terte-nlu, diangkat sebagai Pegawai

Aparatur sipil Negara (ASN) "."*t tetap oleh pejabat pembina kepegawaian

,t t rt menduduki jabatan pemerintahan'
pegawai pemerintali dengan-Pe.j"rjiro (lPPp adalah warga negara Indonesia

yang memenuhi syarat tErtentu, V"ttg diangkat berdasarkan perjanjian kerja

untuk jangka waktu tertentu a"f.* rangka melaksanakan tugas

10.

11.

L2.

13.

t4.

pemerintahan.
F&ffiii"il#"' r"."sahaan Daerah (Perusda) *"til pill1il,Tf *:T:+:Iilfil;ffi*p"rirr:ian kerja untut mgngerora dan menjarankan kegiatan

paaa Badan U*rfr" inmt Daerah/Peru"**DTll:
ffi;ffi;ilLrm., Bendahara adalah Pegawai Negeri yang kedudukannya

l-anrrat"tqnoili;;*-;;?;- bendahara yans diangkai oleh pejabat vans berwenang

berdasarkan peraturan perundang-undangan'
ls. ;:jffifffi'fi;J;#;;;;s"yrrg diserahi tugas daram s,atu jabatan

r -1,- -^ 1-^-l^^^-1-^^ na+airrraft

il;#; pada instansi tertentu yang ditetapkan berdasarkan perat,ran

undang-undang, Yaitu:
a. Pejabat pemerintahan yang tid,€k berglat}s pejab9rt1egtr&, tidak termasuk

bendahara.,danfata'upegawainegeribukanbendahara;
b. Pegawai Perusahaan Daerah;
c. Anggota D"*rn Perwakilan Rakyat Daelah Kabupaten Katingan'

1s. pihak Ketiga adalah orE!.ng atau Uaaan hukum sebagai pelaksana pekerjaan

atau petat<sana penyedia fi"trog dan/ataujasa kebutuhan Daerah'

16. Kas Umum b;.dh adalah tempat penylmpanan 'Tg 
Daerah 

- 
y?tg

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan

membayar seluruh pengeluaran Daerah'
17. Bendahar" 

--u*rro- 
oi"rrh 

- 

"a"r"n 
Pejabat yang diberi tugas untuk

melaksanakan fungsi bendahara umum'
1g. Bendahar" Gn"rtfu""o dan/atau bendahara pengeluaran Daerah yang

selanjutnya disebut Bendahara adafah pejabaC n'tttg*ional yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetor, mlmbayarkan, menata usahakan'

dan mempertanggungiawabkan u€mg pendapatan dxt/atau keperluan

belanja oaeran aff**i"t gka pelak"uoiro Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan SKPD.
19. Penyimpan uur".rg adalah pegarrai yang...di=erahi tugas untuk menerima'

menyimpan, dan riengeluarlan barang milik Daerah'



perhitungan itu terdapat kerugian negara maka kerugian itu menjadi

i."ggu"giawab Bendahara tersebut'
36. penilai adarah pihak yang maaa*an penilaian berdasarkan kompetensi yang

dimilikinya, 
-i"?iiri iuri- p""-ir"i"" internal atau penilaian eksternal yang

ditetapkan oleh Bupati' --L-1- o o.{mi.i.rras'
g7. Panitera adalah petugas yang bertysa.l untuk mengurus admirristrasi

persidang*, *""catatian il*i-""n UIrita acarapersidangan dan tindakan

administrasi lainnYa'

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruanglingkuppenyelesaiantuntutanperbendaharaandantuntutangantintgi
keuangan dan barang milik !3erah inimengatur pedoman penyelesaian TP-TGR

;;ft?irksanakan oi.rt u4"1is Pertimbangan TP-TGR'

Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TI-TGR yang karena

;;tb;;t"rr"y" U"if. sengaja "B' tidak sengqia maupun di luar kemampuannya

i".* *"rrgisuatkan kerugian Daerah, yaitu:

1. Tuntutan Perbendaharaan t"gt bendahara dan/atau

penyimpan barang dikenakan, apabila :

a. Melakukan penyalahgunaan wewenan gljabatan yang mengakibatkan

pembukuan dan PenYetoran atas

uang/barang milik Daerah dalam

pengurusannya ;

c. Membayarlmemberi/mengeluarkanuan g/barangmilik Daerah yang dalam

pengurusannya kepada pifi"f.V."g tidak berhak dan/atau secara tidak sah;

d. Tidak membuat pertanggu"gl*"U"" keuangan atau pengurusan barang

milik Daeratr yang menjadi tanggung jawgbnya; .,

e. Tertipu, tercuri, tertodong, i"tffip.L-terhadlp uang/barang milik Daerah

yang dalam Pengurusannya;
f. Membuai pi*#gg""g1*.irt"t atau laporan yang tidak sesuai dengan

kenYataan' 
ornenerima dan 1g palsu;g. Khrisus bendahara apabila menerima dan men5nmpan uar

h. Merusak atau menghilangkan barang *itit Daerah yang menjadi

tanggungiawabnYa.
2. Tunflrtan Gand Rugibagi pegawai dikenakan' apabila

a. Melakukan " p-""VJrfrgunaan wewenang/jabat$ yang

mengakibatkan kerugian Daerah;

b. Merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi

tanggungiawabnYa1'
c. Melakukan sr-ratrr kelalaian yang mengakibatkan rusaknya

barang milik Daerah;
d. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik Daerah yang

menjadi tanggungiawabnYa; -.
e. Memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;

f. Meninggalkan tugas tetijar sebelum selesai batas walctu yang telah

Ditentukan.
3. Tuntutan G;ti Rugr bagi pihak ketiga dikenakan' apabila ;

a. Tidak *"r"p.ti j anjl / kon trak {w anprestasl ;
b. pengiriman barang yang mengalarri kerusakan karena kesalahannya;

kerugian Daerah ;

b. Tidak melakukan
penerimaan / Pengeluaran



c. Penipuan, penggelapan dan perbuatal lainnya yanq secara langsung

**.rprn tia"t Urg"r,g mengakibatkan kerugian Daerah'

BAB IU

MA.JEUS PERNMBANGAN TTJNTI.TTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GAN]I

RUGI KEUAI{GAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 4

Bupati bemrenang melaksanakan TP-TGR'
Dalam melaksanit rn TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibentuk

Majelis Pertimbangan TP-TG! V"ng?itetapkan dengan Keputusan Bupati dan

Uertanggungiawab langsung kepada Bupati'
D alam melaksanakan tugasnya, Maj elis Pertimbang"' TI-T.GR sebagaimana

dimaksud pada Ayat (2) membeituk Sekretariat Majelis Pertimbangan

TP-TGR.

(1)
(21

(3)

Bagran Kesatu
Keanggotaan Maj elis TP-TGR

Pasal 5

(1) Bupati dan wakil Bupati bertindak selaku pengarah bagi Majelis Pertimbangan

TP-TGR.
(2) Keanggotaan Majelis P.ertimbanSan TP-T$R sebagaim€rna dimaksud dalam

pasa14 Ayat (2) Jisesuaikan dengin kebuhrhan, dengan syarat jumlah anggota

harus ganjil *"t"i*tt 1O (sepuluh) orang' terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
b. InsPektur sebagai wakil ketua ;

c. Asisten Administrasi umum sekretariat Daerah selaku sekretaris;

d.AsistenPemerintahanUmumselakuanggota;
e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik selaku anggota;

f. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan selaku anggota;

; Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;

L Xepata Dinas Pendapatan Daerah selaku anggota;

i. Xeiata Bagran Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota;

k. Kepala B;a; Aset dan Perlengkapan Sekretariat Daerah selaku anggota'

(3) Sebelum melJksanakan tugas aJn rlngsinya, Anggota Majelis Pertimbangan

TP-TGR terlebih dahulu mengucap *r*prh ljanii di hadapan Bupati'

Bagran Kedua
Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan TP-TGR

Pasal 6

(1) Dalam rangka melaksanakan penyelesglan kerugian Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal + evitizl,"u4etis Pertimbangan TP-TGR mempunyai

tugas Pokok dan fungsi untuk :

a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus

tuntutanperbendahalaarLdantuntutanganti'uq;
b. Memeriksa tertuntrt, urt "i-"rk"i, 

bukti-bukti terhadap tuntutan terhadap

bendahara, pegawai non bendahara, ataupun pihak- lain atas terjadinya

indikasi r<e'nigiin daerah dalam sidang Majelis fertim-uygan TP-TGR;-

c. kfengUmpuk;n dan menganalisis Uuati-but<ti pendukung untuk dapat

memperoleh kesimprrf." Vit g memadai tentang Laa atau tidaknya terjadi

kerugian daerah;
d.Memutusataspengenaal}gantikerugiandaerahsertanilaipenggantian

yang harus dil,nasiatau p"*u"uu.san atas ganti kerugian;



e. Memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan

tuntutan ganti rugr;
f. Memberikln pendapat, sararr dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap

kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaetfl dan tuntutan
ganti ;rgi termasul pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan,

p"rrgtt"p;san, hulnrm"rt di*iptirt, penyerahan melalui badan peradilan q9tt"
p"rr!"t"*aian kerugian Daerah a-pabila terjadi hambatan dan penagihan

melalui instansi lain;
g. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus

terugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan;

h. Melalorkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud kepada Bupati
Katingan.

(2) pembagii, t rgu"" Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Ketua, bertugas untuk :

1. Mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan TP-TGR;

2. Menetapkan surat penugasan" atas keanggotaan Majelis Pertimbangan
Tp-TGRuntuk *.rrang"rri suatu kasus tuntutan atas nama Bupati;

g. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu kegiatan Majelis

Pertimbangan kepada Bupati Katingan'
b. Wakil Ketua, bertugas untuk :

1. Membantu ketga dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan
TP-TGR;

2. Mewakili ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ketua
berhalangan;

3. Selain *Jlrk""rrakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka L dan 2

juga mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus

mengenai kerugian daerah.
c. Sekretaris, berEugas untuk :

1. Membantu Ketua dalam malaksanakan tugasnya;
2. Menunjuk anggota Sekretariat Majelis TP-TGR menjadi panitera dalam

persidangan;
g. tvterrgajufan usul keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk

*"rr"rig"ni suatu kasus tuntutan kepada Ketua Majelis;
4. Memiurjpin sekretariat dalam melaksanakan operasional administrasi

Mqielis Pertimbangan TP-TGR;
5. Menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah yang dilimpahkan
kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR;

6. Menyiapkan dan menyampaikan bahan sidang dan/atau rapat M4ielis

Pertimbangan TP-TGR;
T. Menyiapkir dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis

Pertimbangan TP-TGR;
g. Mengumpitt "r, dan menyiapkan materi tuntutan untuk di4iukan

dalam sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR berdasarkan data/bahan
bukti Yang lengkaP;

g. MempJuat rotut.*rapat/ sidang Mqjelis Pertimbangan TP-TGR;

1.0. Membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah
beserta Pertimbangan hukumnYa;

1 1. Mempeisiapkan rikomendasi Majelis Pertimbangan TP-TGR kepada
nupati Katingan berdasarkan hasil sidang/pembahasan;

12. Mernpersiapfan Keputusan Bupati terkait penyelesaian kasus-kasus
Tuntutan Pbrbendaharaa.n dan Tlrntutan Kerugian Daerah;

L3. Mengarahkan tugas-tugas operasional Sekretariat Majelis

Pertimbangan TP-TGR; dan
14. Memimpirirapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua)

bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan'



d. Anggota, bertugas untuk:
1. Menghadiri sidang Majelis Pertimb3nsan TP-TGR sesuai dengan

p"rrrg""* ytrLgdiberikan oleh Ketua Mqielis; -.
2.Mempelajaridan*.""utibahan.bahanyangdisampaikanoleh

Sekretaris Maj elis Pertimbangan TP-TGR;

3. Memberikan pe*i*Urrtg"tV;** dan turut serta aktif dalam setiap

pengambilan iceputusan"nraSelis Pertimbangan TP-TGR; dan

4.MelaksanakantugaslainyangdiberikanolehKetua.

Bagran Ketiga
Keanggotaan Sekretariat Majelis TP-TGR

Pasal 7

(1) Sekretaris Majelis Pe^rtimbangan TP-]qF i"la* melaksanakan flrgasnya

dibanhr oleh anggota Sekretariat Majelis TP-TGR'

(2) Anggota Sekretffiat Majeli* ip-rcn terdiri dari unsur' Inspektorat' Bagran

Akuntansi sekretariat Daerah, Bagran PerbendaharaatrL dan Kas Daerah

Sekretariat Daerah, Bagian p"tf""gf.ipan dan Aset Sekretariat Daerah' Bagian

Htrkum selrretariat Daerah, B;;; <irganisasi dan Tata Laksana Sekretariat

Daerah f"U.rp"t"" Katingad """tt" 
egran Umum Sekretariat Daerah' yang

ait"t"pt."''denganKeputusanBupati/KetuaM4jelisTP-TGR.

Bagian KeemPat
T\rgas dan Fung"is"kt"taiat Majelis TP-TGR

FasalS

(1) Sekretariat Majelis TP:TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal a Ayat (3)

berlugas untuk :

a".Menerima--petimpahankasusttrntutanperbendaharaandantuntutan
kerugian d,aerah yang aifi*prf*"" ole?r Inspektorat kepada Majelis

Pertimbangan TP-TGR;
b. Menganafiis kasus tuntutan perbendaharaan da, tuntutan kerugian

daerah v"rrs aili*pahkan kepada $aielis Pertimbangan TP-TGR;

c. nr"*p"r"I"frr..r, #;-d"t" pendukung yang diperlukan unhrk membuat

berkastuntutanataskasustuntutanperbendaharaandantuntutan
kerugian daerah;

d. Mempersiapkan berkas tuntutan untuk diajukan dalam sidang kasus

tuntutan---p.iU"rrdaharaan dan tuntutan kerugian daerah Majelis

Pertimbangan TP-TGR;
e. Menyampaikan berkas tunhrtan kepada Bidang Persidangan untuk

dilakuk; p"rrj*a*aan rapat dan/atau gidang Majelis Pertimbangan;

f. Melakukan koordinasi tef,aJ. anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk

melaksanata* peninjau"tt t"ttg*Gg ke lapan*ar-r beryama dengan aparat

p"rg"*." fungsioni gt 
"p"kto-raQ 

V*g ditugaskan dalam rangka proses

TP-TGR;, 
rnensanarisis ' Pkan berkas tambahan serta hasilg. Menerima, menganalisis, dan mempersla

peninjauan lapangan ""b.tti V*g aiseUuttan dalam huruf f' yang masuk

selama proses persidangan; i!--,^--ar-^- r^r^* r-,,-rf
h. Menyampaikan berkas iambahan seperti yang disebutkan dalam huruf g

kepada Bidang persidangan untuk k"p"iL'"t' penjadwalan rapat/sidang

lanjutan;
rvr"*p"t*iapkan jadwal rapat dan/atau sidang Majelis Pertimbangan;

Mempersiapkan dan menyamp"it*rt undangan rapat dan/atau sidang

Majelis Pertimbangan;
Mempersiapt *.r*rir-.rrgrn dan keperluan rapat dan/atau sidang Majelis

Pertimbangan;
l. Mempersiapkan notulen rapat dan/atau sidang Majelis Pertimbangan;

i.
j.

k.



m.
n.

Mempersiapkan risalah rapat dan I ataru sidang lvlajelis Pertimbangan;

t t"*p"r"iaptcan keputusan Majelis Pertimbangan 
- 
TP-TGR atas

pl"V"f"""i"r, k""r" tuntutan ganti kerugian negata (TGR) dan;

MempersiapkanSuratKeteranganTanegungiawSbMutlak(SKJTM);
U"*p"r"iaptanBeritaAcaraSerahTerimaJaminan;
Bekerjas.*" a"ngro ti* penilai daerah menaksir nilai jaminan yang

diserahkan apakaTr sudah memadai dibandingkan dengan nilai kerugian

yang menjadi tuntutan
Mempersiapkan Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang

dan/Ltau t "tt" 
kekayaan lain yang dijadika jaminan;

Mempersiapkan Surat Keputusgn iembebanan yang ditetapkan oleh Bupati

;;; fugi"" a""r"r, t""g disebabkan oleh Pegawai non bendahara;

ftn"*p"r"iipt"" Surat Keputusan Pembebanan Daerah Sementara yang

ditetapkan oleh Bupati it"" kerugian daerah yang disebabkan oleh

Bendahara;
u. Mempersiapkan surat Kuasa Pemotongan Gaji danlatau penghasilan

lainnya;
u. Men5rusun laporan perkembangan n9nv9le:aian kasus kerugian daerah

secara berkala minimal 
""ti"p-ti"g" 

Uirf"r, (triwulan) kepada Bupati melalui

Inspektorat dengan tembusan kepada B.P{-RI;

v. Menghimprr. Eu,, *"*ur.i rekapitulasi laporan bulanan untuk

penerimaan 
- 
p",y"r"*"i9,, _k"'og,"o .aae14r beserta bukti setor dan

lampiran-r.*ii-6rry" dari Bagiai perbendaharaan dan Kas Daerah;

w. Melakukan monitoring dan eviluasi atas pelaksanaan sanksi kepegawaian

t;t dirjatuhkan kepala pegawai bendahara dan non bendahara;

x. Melakukan 
--*o"itori"g- aun evaluasi atas tahapan pelaksanaan

penyelesaian T\rntutan Ferbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugr Daerah;

y. Menerima u"L"S p*"gg*tti yang telah dari yang bersarrglutan

atas pengantian dengan brf;g sejenis k6usus terhadap Kendaraan Dinas

Operasional yang umur perolehannya antala 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga)

tahun;
z. Barang sebagaimana dimaksud pada huruf y harus dibalik nama atas

,r"*" "p"*.6t"r, daerah sebelum diserahterimakan;

aa. Biaya balik "r*" 
dimaksud pada huruf z dibebantran kepada yang

bersang[nrtan;
bb. Membr"rat nerita Acara Serah Terima Barang sejenis dengan ternbusart

Mqielis Pertimbangan TP-TGR;

cc. Mencatat kemhli aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada

Majelis Pertimbangan TP-TGR;

dd. Mempersiapkan surat Keputusan Pelunasan yang ditetapkan oleh Bupati atas

pelunasan hr.hrt " 
pgtbe:"a.n o* dan h]nhrtan ganti kerugian daerah;

ee. Mempersiapkan gerita Acara Perryerahan Jalrtinan atas ttrntutan yang sudah

diselesaikan / dilunasi;
tr, Melakukan koordinasi dengan M4ielis Pertimbangan dan dengan instansi terkait

atas pro"."--*p"t"t rrgrr, 
"j;inan terhadap ttrntutan yang tidak dapat

diselesaikan/ dilunasi;
gg. rvrefimpahr<an kasus'kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara dan

pegawai Non Bendahara serta Pihak Ketiga Non Pegawai kepa'da hdan peradilan

apabilaterjadi*"pt""t'*i"darikewajibanuntuk
mehmasiTmerryetesait<an/mengembalikant<erySialDaerah;

hh.Melakukan koordinasi artr:*otitotitg terliadap kasus-kasus yang telah

dilimPahtran ke hdan Peradilan;
ii. Menyimpan dan menginventarisir dokumen bert<aitan dengan kasus ]xang tElah

dilimpat L"" kep.da badan peradilan;

ii. Melat<ukan ti"a* hnjut 
-dan 

inventarisasi hasil puhrsan peradilan atas
{ 

penyelesaian kasus kerugian Daerah; dan

o.
p.
q.

r.

s.

t.
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kk. Membuat laporan perkembangan terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan
--_- 

kepada bad;. p;dil"n yang disampait<an kepada Ma$elis Pertimbangan'

Anggota sekretariat Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat

(2)-mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Bidang PenYiaPan Data
1. MenerimfiJr*oahan kasus tuntutan perbendahataan dan tuntutan

kerugian-i."r.t, yang dilimpahkan oleh Inspektorat kepada Majelis

Pertimbangan TP-TGR;
2. Menganaliiis kasus tuntutan perbendahafaan dan flrntutan kerugian

daerah V*rg dilimpahkan kepJda Majelis Pertimbangan TP-TGR;

3. tvt"*p"r*i-Jp-t 1 aata-aata pendukurg yrt g dipe6ukan untuk membuat

berkas tuntutan atas kasus tuntutan perbendahara€rn dan tuntutan

kerugian daerah;
4. Memperst"pk ' berkas tuntutan untuk diajukan dalam sidang kasus

tuntutan ierbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah Majelis

Pertimbangan TP-TGR;
5. Menyampaikan berkas tuntutan kepada Bidang Persidangan untuk

dilakuk; penjadwalan rapat danlatau sidang Majeli's Pertimbangan;

6. Melakukan koordinasi kepad a angota Majelis Pertimbangan TP-TGR

untuk melaksanakan p"rirr3*raIl langsung ke lapangan bersama

dengan aparat pengawas fiingsional (Inspektorat) yang ditugaskan

dalam rangka Proses TP-TGR;

T. rrn"r"ri*","*.rganalisis, dan mempersiapkan berkas tambahan serta

hasil peninjauan lapangan seperti yang disebutkan dalam nomor 6'

yang masuk selama proses persidangani
8. tvtenyampaikan berkas t"*u"trt seperti yangdisebytkan dalam angka

TkepadaBidangPersidanganuntukkeperluanpenjadwalan
raPat/ sidang lanjutan; dan

g. tvtemuuai .i;"r"ri pembahasan berkas tuntutan atas kerugran da91a!t

yangdilakukan otef, UerJJara, pegawai non bend aharaataupun pihak

i"it b"""rta pertimbangan hukumnya'
b. Bidang Persidangan

1. fvf"*p"r*i*pti*n jadwal rapat dan/atau sidang Majelis Pertimbangan;

2. Mempersiapkan dan menyampaikan undangan rapat danlatau sidang

Majelis Pertimbangan;
3. Mempersiapkan ruang€rn dan keperluan rapat danlatau sidang Majelis

Pertimbangan;
4. tvt"*p"rS":pkan notulen rapat danl ata.'-sidang MqigliuJertimbangan;

S. U"*p"r"i"ifur, risalah rapat dan/.a1gu sidang Majelis Pertimbangan;

6. tVtempersiaptan keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR atas

penyelesaian kasus tuntutan ganti kerugran negT1F9ry dan;

7. Ur*p"r"i"pkan Surat Ketera-igan Tanqgungiaw3b Mutlak (SKTM);

8. Mempersiaptan Berita Acara Serah Terima Jaminan;
g. Mempersiaigan Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang

dan/Ltau t "rt" 
kekayaan lain yang drjadika jaminan; 

1

LO. Mempersiapkan Surat ff"prrt"*".t-pehbebanan yang ditetapkan oleh

Bupati ;1a" kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai non

bendahara;
1 1. Memp","i"pt*', Surat Keputusa.n Pembebanan Daerah Sementara yang

ditetapkan oleh Bupati ltas kerugian daerah yang disebabkan oleh

Bendahara; dan
l2.Mempersiapkan surat Kuasa Pemotongan Gaji dan /atant penghasilan

lainnYa.
c. Bidang Monitoring dan Pelaporan



4.

5.

1.

2.

3.

6-

7.

8.

9.

10.

11.

Menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah
secara berkala minimal setiap tiga bulan {triwulan) kepada Bupati
melalui Inspektorat dengan tembusan kepada BPK-RI;
Menghimpun dan membuat rekapitulasi laporan bulanan untuk
p"rr.-ti**rtt penyelesaian kerugian daerah beserta bukti setor dan
iampirag-larrr-pirannya dari Bagran Perbendaharaar dan Kas Daerah;
Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sanksi
kepegawaian yang dijatuhkan kepada pegawai bendahara dan non
bendahara;
Melakukan monitoring dan evaluasi atas tahapan pelaksanaan
penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugt Daerah;
bekerjasama dengan tim penilai daerah menaksir nilai jaminan yang
diserahkan apakah sudah memadai dibandingkan dengan nilai
kerugian yang menjadi tuntutan;
Mereerima Uarang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang

bsangkutan atas pengantian dengan hrang sejenis kfuusus tuhadap
Kendaraan Dinas Opemsional yang umur perolehanrrya arrtara 1 (satu)

sampai dengan 3 (tigd tahun;
narang penganti sehgaimana dimaksud pada anglra 4 hams dibalik narna

atas nama pemerintah daerah sebelum diserahterimakan;
Biaya baliknama sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibebankan kepada
yang bersangkutan;
ffn"ttU,r*t gerita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan

tembusan Majelis Pertimbangan TP-TGR;
Mencatat kemUati aset daeratr yang telah diketemukan dan melaporkan

kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR;
fvfempersiapkan Surat Keputusan Felunasan yang ditetapkan oleh Bupati
atas 

-peftrnasan 
tunilttala perbendaharaan dan tunfirtan garrti kerugiart

daerah;
Mempersiapkan Berita Acara Penyerahan Jaminan atas tuntutan yang sudah
diselesaikan / dilunasi;
Melakukan koordinasi dengan Mqjelis Pertimbangan dan dengan instansi
terkait atas prcses pelelangan jaminan tertradap tuntutan yang tidak dapat
diselesaikan/ dilunasi;
Melimpahkan kasus kerugian Daerah yang dilalrukan oleh Elendahara dan
pegawai Non Bendahara serta Pihak Ketiga Non Pegawai kepada badan

p.LaiUo apabila terjadi wanprestasi dari kew{iban untuk
meh-rna.si/ menyelesaikan/ mengerrrbalikan kerugian Daerah;
Melakrkan koordinasi dan monitoring Grhadap kasus-kasrrs yang telah
dilimpahkan ke badan Peradilan;
Menyimpan dan menginventarisir dokumen berkaitan dengan kasus yang

telah dilimphkan kepada badan peradilan;
Melakukan tindak lanjut dan inventarisasi hasil putusan peradilan atas
penyelesaian kasus kerugian Daer:ah; dan
int"*Ur"t laporan perkembangan terhadap kasus-kasus yang telah
dilimpahkan kepada badan peradilan yang disampaikan kepada Maielis
Pertimbansan.

t2.

13.

14.

15.

16.

L7.

18.

BAB TV

INF\fRMASI KERUGIAN, PEI,AKSANAAN PEMERIKSAAI{ DAI{ IAPORAI{
HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesaflr
Informasi Kemgian Daerah

Pasal 9

(1) Informasi kerugian Daerah dapat diketahui dari:



a. Hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala

SKPD terliadap Bendah ara dart / atau Bawahannya;
b. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

;. ffasil pemeriksaan Aparat Pengawa" ryt'.g"Ynal (APF);

d. Hasil pemeriks aan 
'l p"rrg"J""* dari Badan Pengawas Perusahaan

Daerah (perusda) d; 7 "t ., Satrran Pengawasan Internal (SPD Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD);

Laporan pegawai kepada Atasan Langsung terhadap kehilangan barang

yang berada dalam PemakaiannYa;'*pir"" dari instansi Pemerintah lainnya sepanjang dapat

dipertanggungi awabkan ; dan
Pemberitaan di *"ai" massa/pengaduan masyarakat I l*IJnbaga Swadaya

MasYarakat (LSM).
(2) Informasi r..rogi"" Daergh sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a'

huruf b, humf c, d,an huruf dlsehmbat-lambatnya 7 (tujuh) hari-keda

terhitung "AJ t""gg"l adanya dugaan/diketahui kerugian Daerah, harus

segera a1"p"rr.ao Gpada Blpati dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan

TP-TGR,rrt",rt ditindaklanjuti slbagaimana mestinya oleh Inspektorat'

(B) Informasi r<erugian Daerqlr sebagaiirana dimaksud padaAyat (1) huruf e dan

huruf f, harus" segera dilaporkZn keglda. Bupati dan/atau Ketua Majelis
pertimbangan TP-iGR rt tlt ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh

Inspektorat-

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 1O

(1) Pemeriksaan untuk pembrrktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud

dalam pal g A#t (1), dilaksanakan oleh Inspektorat sejak tanggal

penugasan oleh BuPati.
(21 Pemeriks""t p"*U.rttian sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam

Laporan Hasit Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP), SKTJM 
' dan dokumen pendukung lainnya'

selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari sejak penugasan.

(3) Apabila terJapat urr.ti _b'aru ""uagai 
pengeTbangan hasil pemeriksaan maka

\,dapatdiberikanpenambahanwakfirpemeriksaan.

(4) SKTJM ""U*g"i*"t. 
dimaksud pada Ayat {21 harus memuat

keterangan /pernyataan tentang tce-sanqgunan yl-ng bersangkutan unhrk

menyelesaifi; pirrg"*Ualian t<i,.gian Saerah, dibuat dan ditandatangani

oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan'

Bagian Ketiga
LaPoran Hasil Pemeriksaart

Pasal 11

(1) l,aporan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan, surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak dan dokumen lainnya sebaga-imana dimaksud dalam

Pasat 1o Ayat (2) disampaikan kepada Kgtua Majelis Pertimbangan TP-TGR

7 (tujuh) hari sejak masa penugasan berakhir'
(21 Dokumen t"irrrry* sebagaimroiai*rtsud dalam Pasal 11 Ayat (L)antara lain:

a. surat Kuasa Pemotongan Gaji/Trrnjangan d€trt/atau penghasilan lainnya;

b. Berita Acara serah Terima Jaminan dan/atau surat berharga yang

mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan

c. Surat li.r""" menjuallmelepaskan Barang Jaminan, apabila yang

bersangkutan ingkar j anj i'
(g) Apabila Sff;nn tidak daplt iiperoleh dalam masa penugasan, maka akan
w 

dilanjutkan dengan proses penuntutan oleh Majelis TP - TGR'

e.

f.



(1)

pl

(3)

(41

(s)

(6)

m

BAB V
PERSIDANGAN MAJELIS TP-TGR

Bagran Kesatu
PersiaPan Persidangan

sidang Mafelis pertimbangan Tp TGR diselenggaral<an sekr"rang-kr-rrangnya L

(satu) kali dalam z laual"butn.dan/atau 2-(dr") minggu sejak diterimaqza

i-t L-Urfrr" sidang hen'e,ggota Mqjelis Pertimbangan tr-TE- 
.

Ketua Majelis *"tEt pt 
^tt 

Surat lfrg"* atas nama Bupati Katingan tentang

komposisi dan jumlah angota 
"tvt4"ti" yang ditugaskan menangard

masing-masing ttmttrtan.
Penugasan ,rrggot fvf4ielis untuk masurg masurg tunhrtan maksimal 7 orang dan

*it i*rf 5 orang aitamUatr 1 (sattr) orallg pnitera'
Majelis Ferdmbang,n tp-'i6n- dd*[.' sidang/rapatrya dapat memangil

Bendahara / pA;; bukan Bendahara yang ai""'gt"ldiduga melak"rkan

perbuatan m"un&r;.rkr*, lalai dalam melatsanat<rn tugasnya hik langsung

atau tidak h"H;g 
- *""Sakib"tl*t kerugian Daerah untuk diminta

penjelasannYa.
ApabiladipandangperhrMe$elisPe{mbanganTP.TGRdapa,t
mendengar/meminta keterangan k"p"d" atrli, pihak ktt'gt, dar] I atau atasan

l""gs""g yang bersangfutan Yryr1!< 
diminta penjelasannya'

Rapat M{elis p"rti*d"s"r, TP-FR dilaksanakan sewakt*-wakt* diperhrkan'

Rapat Majelis p"rti*UurrE* TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) hanya

membahas p"l"G"*; tindak lariut -penyelesaian kerugian Daerah, atau

permasalatran intemal ma$elis lainnya'

Bagran Kedua
Pelaksanaan Sidang

Pasat 13

(1) Sidang M4ielis Pertimbangan TP-TGR dapat dilaksanakan apabila dihadiri

sekurang-toi*rrgny" 2tg {dtdapertiga) dari jumlah angota yan* diberi penugas€ul

ses,ai dengan surat tugas drrt'il1.,[ irfaUi" dan harG-berjumlah ganjil minimal 3

(tiga) orang . r -^---^: r^-^^a (lrrrar '[\rcrqc dqr'
(21 pimpinan sidang dan Panitera ditentukan sesuai dengan surat T\'rgas dari

Ketua Majelis atas nama Bupati' 
- - -(3) sidang Majelis Pertimbangro m-rcR dapat dihadiri anggota sekretariat dan

pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan TP-TGR'

(4) Apabila *rrggoi" Majelis pl'rtimUangan- TP-TGR berhalangan hadir dalam

sidang, anggota yang bersangkutan-harus memberitahukan secara tertulis

kepada Majelis retti*u.rr-gan TP-TGR melalui sekretaris Mqielis

Pertimbangan TP-TGR'
(5) Apabila anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR berhalangan hadir dalam

sidang pertama, anggota V"t S ber-sang!<utan harus hadir dalam sidang

berikutnya dan apabif" ""ggJt" 
y"lg -bersangkutan masih berhalangan'

makakeanggotaarrdapatdigantikandengansuratpenugasan.

Bagian Ketiga
KePutusan Sidang

Pasal L4

(1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR ditetapkan secara

musYawarah dan rrrr-fakat'
(2) x"p,to"",, *"u"g.i**a dimaksud pada Ayat {1) sah apabila disetqjui oleh
1-' 

Z/b (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir'



(3)

(4)

' Pasal 15

Keputusan Sidang M4jelis egrtinUanSgn TP-TGR seJmgaimana dimaksud pda pasal

L4 ayat(r) ueru6 neiiomendasi difi; Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian

Daerah serta tindak lar{utrYa'

Pasal L6

Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR mempunyai kekuatan hukum

y."g mengikat ""i.f"ft 
aitetapkan dengan keputusan Bupati'

Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota

Fertimbangan TP-TGR hanya memiliki 1 (satu) suara'

Tidak mengUrangi hak suara arlggotr- Majelis Pertimbangan TP-TGR

mengambil keput,sannya, angga sekritariat Majelis yang hadir

;id;ta"pat a'imintatan informisi dan penjelasan yang diperlukan'

BABVT
PEMIAI.AN KERUGIAN DAERAH

Pasal 17

penghitungan dan penilaian kerugian Daerah dilakukan oleh

i;$;ka;#/Mqielis Pertimbangan/Penilai.- yttrk mengetahui besarnva

kerugian Daerah yang sebenffia atau ."il? sewajarnya akibat perbuatan

pelaku Tp-TGR dan dituangkan dalam Berita Acara Pbnilaian kerugian Daeryft

yang diterbitkan oleh InslektoratTeenitai atau dituangkan dalam Risalah

Sidang.
Nilai kerugian Daerah sebagaimana dimaksrrd pada Ayat (1) merupakan nilai

dasar fuagi Inspektorat/tvt":"ri" Pertimbangan datam menetapkan nilai yang

menjadi t"nge,;;1"#* "p:l-tu TP-TGR setelah diperhitungkan dengan

mempertimO*rrgtin" faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan

Pelaku TP-TGR.
DalamhalmenyangkutbarangmillkP"qI#'nilaikerugranDaerah
sebagaimana aimat<srfd pada A,#tft adalah nilai buku dari daftar inventaris

atas barang dimaksud.
Kerugian Daerah yang menjadi_ tanggung !1wab pelaku TP-TGR merupakan

piudg TP-TGR, dicantumkan dalam SKTJM'

Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugran Daerah meliputi : - -

a. kerugian p".rJ sebagai akibai terjadinya selisih lorrang antara saldo

buku t as aengan saldi kas fisik *t ., selisih antara nilai yang tercatat

dalam f.".t" p;r"ediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih

nilai uang atau barang yang dimaksud;
b. kemgian D;;r"h;"iig"i itiu*t hilangnya uang, dihitung sebesar nilai

uang Yang hilang;
c. diperbaiki, Jinitiirrg sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;

dan
d. kerugian Daerah sebagai akibat barang yang hilang atarl ry""k dan tidak

dapat aip"rU"iti, dasal penilaiannya "ah"f, 
pada saat kejadian dihitung

sebagai berikut :

1. untuk U"t"ttg yang masih kurang 3 (tiga) tafryn dari saat

perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian

barang dimaksud;
2. untuk u,,u''s v,r'g berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dari saat

perolehanl ;;*t"d,,, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat

pada saat barang itu hilang'

Majelis

dalam
dalam

(1)

a\

(3)

{4)

(s)



BAB VII
PEI{YELESAIAN TUNTT'JTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 18

penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara upaya Damai' Tuntutan

perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan khusus' atau Pencatatan'

Blagian Kesatu
Upaya Damai

Pasal 19

(1) Penyelesaian kerugian paerah dapat dilakukan oleh Inspektorat melalui

upaya damai r."#dt u"oJ"rt"r"i penyimpan basangl ahli waris ytrLg

mengakib"tr.*,kerugianDaerahdengancarapembayaransekaligus(tunai)
atau diangsur.

{21 pembayararrLg"rrr"r, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk jangka

waktu pdft 1,oi;2 (dua) tJt .*r sejak ditandatanganinya sKTJM'

(3) penyelesaiai dengan "*" *rr"rrrai sebagaimana dimaksud pada ayat (21'

apabilamelaluipemoton-""*"ivq:lghsilanlainnyaharusdilengkapi
dengan surat Kuasa p"*oior.g# diii _aan 

.laminan Barang yang dilengkapi

bukti f."p"*iiit", yang sah dan Surat Kuasa Menjual'

(4) Apabila a"iii.uitp.tVi*p* U** gl ahLiwariJtiaak dapat melaksanakan

pembayarar, ;tJr^"" ifrffi-l""gt" itaktu yang ditetapkan dalam SIS1.JM

sebagaimana diinat<"ra p"a" LV":t (2), maka barang jaminan sebagaimana

tersebut pada ayat (3) a"p"t tilur"it"" penjualan/lelang sesuai dengan

ketentuan Yang berlaku'
(5) Apabila terJaiat kekgl3nsan dari l"::1 penjualan barang sebagaimana

dimaksud ;J; ayat (4), ;.*p menjadi kewajiban -bendahara/penyimpan
baranglahfi **ri* ,rrt t meluiasi kJkurang*n-t"t".but,..sebaliknya apabila

terdapat t<eteuilran dari penjualan !.r*.g ter-sebut akan dikembalikan kepada

aendahxiip;;yilpr" Lar:ane / ahli yaril yang bersangkutan'

(6) Unt*k *"i'.t ""1116r 
tet"t tiro sebagaiman-a Aimatiua pada ayat (3) dan

ayat (4) Majelis eertimbantan TP-TGR menetapkan keputusan Tuntutan

Perbendahataarl

Pasal 2O

(1) Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan surat Keterangan

Tanggung Jawab nauuat< 6niiM1 -dan 
ditanhahngani,bersama minimal 2

(dua) or"ng ""t"i 
serta 6;,*etujui oleh Kepala sI(PD yang bersangkutan'

(21 Dengan ter-titnya SIffJM *"f." kerugian daerah dialihkan menjadi piutang

TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yrng menjadi tanggungiawab pelaku

kerugian perbendah araan' untuk menyelesaikannya'

(3) pengawasan dan tanggung jawab benselola penagihan piutang TP-TGR

dilaksanakan oleh SKPD UJttootainasi d"t'g'o 
-g"g'1 

Perbendaharaan dan

Kasda Sekretariat Daerah Kabupaten fca:tingan, a"t' dilaporkan setiap

triwulan kePada BuPati'
(4) Apabila p"i.to Tp:TGR dimutasi ke 5KPD lain, maka pengawasalr dan

tanggungjawabpengelolaanpenagihanpiutangTP-TGRdilaksanakanoleh
SKPD baru.

(5) Bagr barang millk .daerah Yang
diperbaiki kembali, Pengguna
penghaPusan-

hilang atau rusak berat serta tidak dapat
barang mengusulkan untuk melakukan



Bagian Kedua
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 21

(1)Apabilabendahara/penyimpanbarang/ahliwaristidakbersedia
menyelesaikan pembayar* GU"gtimana ai*rt*rd dalam pasal 14 ayat (1)'

akan dikenakan TP biasa'
(21 TP biasa sebagaimana dimaksud\-' 

pemberitahuan/undangan tertulis dari
Lendahara/penyimpan barang/ahli

pada ayat (1), dimulai 
- 

dengan

majelis pirtimbangan TP-TGR kepada
waris yang dituntut, dengan

menyebutkan :

a. Identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang

menYebabkan Kerugian daerah;
b. Jumlah taksiran kerugian daerah;
c. sebab-sebab serta alaian penuntutan dilakukan.

(31 pelaku TP diberikan tengglng waktu- 14 hari (empat belas) hari sejak

diterimanya surat pemberitZhrian untuk mengajukan keberatan/pembelaan

diri secara t"rtrfi"'yrr* aifi:utan kepada Uupati dengan tembusan mqjelis

pertimbangan TP-TGR'
(4) Majelis p.rti*u"rrgan TP_ TGR melaksanakan sidang untuk membahas dan

memverifir.""i p""iairr1 t"u" rit"rrlp"mbelaan diri vang disampaikan kepada

bendahar"/#r;prt barang/ahu--*"1" selambat-lambatnya 14 (erllat
belas) t rri [Jerrder sejak ;rige"l diterimanya surat keberatan/pembelaan

tersebut.
(5) Apabila sampai dengan-.batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana

dimaksud fi;; "y"I tgl benaaharalpetyi*p* barang/atrli waris tidak

mengqiutan t<eUe ritnrfp.mbelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri

tetapitidakdapatmembuktikanbahwayangbersangkutarrbebasSamasekali
dari kesadan/kelalaian, m4ia bupati mengeluarkan surat keputusan

pembebanan kerugian daerah'
(6) Dalam naf teUeratin/pembelaan diri dari bendahara/penyimpan barans/ahli

waris 
"*r.op 

-urrilti, *rm nr..;"ti* Pertimbangan TP-TGR mempelqiari dan

melakukan verifikasi U*t"*L lnspeldorat untuk mengupayakan dapat

dilanjutkan Tuntutan Perbendah araarl
(7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6'

M4jelis Pertimbangan TP-TGR tidak *",ip"toleh- data indikasi kerugian

daerah yang diakibatkan bendaharalpenyimp"" bqqg/ *y *d",^]1*"
Majelis pertimbangan TP-TGR metaicutan ila"t g kedul dengan agenda

penerbitan g;rit" icara/risalah sidang yang memuat materi tidak ada piutang

tuntutan Perbendaharaan'
(g) Berita a""r"lri"J"h sidang besgrta .dokumen 

pendukung sebagaimana

dimaksud aJ"* ayat {71 a?ti6*1<.t, kepada Bupati sebagai laporan dan

kepada pihak Bpr-m sebagai dasar permohonan penghapusan dari daftar

kerugian negara.
(9) Apabila tehl mehkukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)'

MajelisPertimbarrgarrTP.TGRmenerrnrkanbuktiadanyakerugiandaerah,
maka Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan sidang berikutnya dengan

agenda memteritan p"rrj"r""* dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri

bendaharaTp""yr*p* barans/ahli- yaris bahwa dengan perbuatannya

mengakib;ti;tr"Sr"" daeraii, selanjutnya diterbitkan SKTJM'

(1O) Bupati menerbitkan t"prto** pembe6anan kerugian daerah paling la,rrtbatT

(tujuh) hari sejak bendahara/penyrmpan baranil't',ti waris tidak bersedia

menandatangani SKTJM'
(11) Surat X"p.rti"uo Pembebanan Kerugian Daerah dan Berita Acara/Risatah

sidang dikirimkan kepada pihak BPK-RI'



(1)

l2l

Pasal22

Bupati menerbitkan keputusan pembebanan kerugian {aerafr Plling lanbat7
(tgjuh) hari sejak-bendaharalfienyi*pan barangl"t'ti waris tidak bersedia

menandatangani SKTJM.
ii"p*t***r pl*t"u"nan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada bendahara/penyimpan baranglahli waris melalui Kepala SKPD

dengan tanda terim; irti- yang berslngkutan dengan tembusan Badan

Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

(1) Keputusan bupati mengenai pembebanan kerugian daerah atas kekurangan

perbendah;; men3ali aasar pelaksan""r, pet"tsanaan pemotongan gaji

dan Penghasilan lainnYa'
(21 pemotong"r;;li dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1)

dapat dilaku];; setiap 6dan dan seiambat-lambatnya telah lunas dalam

waktu 2 (dua) tahun.

Pasal24

(1) Pelaku TP dapat mengajgkan permohonan banding kepada pejabat yang

berwenanglp"lg"aif""-Jelambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah

diterimanya surat keputusan pembebanan kerugian daerah'

(21 Keputusan ai"gt", u-anaing dari ge3aU3t yang berwenang/pengadilan dapat

berupa memperkuat atari membatalkan surat keputusan pembebanan

kerugian daeiah atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh

bendahara/ penyrmpan baran S I ahli waris'
(3) Apabila pelaku tgntutan perbendah araarl mengajukan permohonan banding'

maka keputusan bupati ""u"g"i*ana 
dimaksud aaram pasal 21 ayat (1) tidak

dapat dilaksanakan ".*p"i" 
dengan diterimanya putusan atas banding

dimaksud.

Pasal 25

(1) Selain pembayaran sebagaimanS-.dima{sud dalam pasal 2L ayat Ql'
bendaharaTp."Vi*p"r biang/ahli *T.* harus menyerahkan jaminan

berupa b*:;t;""i nilainya 
""-tbr" 

atau lebih dari nitai piutang TP-TGR-

(21 Terhadap pri:i"r"[an 
- 3aminan seba.gaimana dimaksud pada ayat (1)'

bendaharaip"riyi*pap Urrrng, l ahlr*"rlu menandatangani berita acara serah

terima jamil""a"" surat ku;; menjual barang jaminan kepada pejabat yang

dituduk buPati.
(3) Apabila u"rrh"n"."/penyimpan baran-g /ahli waris tidak dapat menyelesaikan

pembayar"r, ."g"rr.ar, *eUaiaimala giiatcsud dalam pasal 2l ayat (3), maka

pejabat yang difrrnjuk eupaa menjual barang jaminan tersebut

(4) Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD'

sedanglan salinannya ai"i*pan oleh sekretariat Majelis TP - TGR, dan untuk

barang Saminan ii"i*p"o di tempat yang ditetapkan oleh m4ielis

pertimbangan TP-TGR'

Pasal 26

BilakewajibanmengangsurseluruhpiutarrgTP-TGRtelahdipenuhioleh
bendahara/penyrmpan barang/ami w"tii maka prosedur yang harus dilakukan

adalah:



a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan piu?19 TP-TGR kepada

bupati dengan tembusan ri"p"a" Asisten Administrasi umum up. Bagran

perbendaharaan dan Kasda sikretariat Daerah Kabupaten Katingan.

b. selanjutnya Bagran perue"aartaraan dan Kasda sekretariat Daerah

Kabupate" r<"ti"E"1, melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud'

c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dalar bagi kepala SKPD mengusulkan

penerbitan keputusan uupati tentang pelunasan pembebanan kerugian'

d. Keputusan bupati tentang p;fu"""-d pembebanan kerugian dan surat kuasa

menjual barang jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh

kePala SKPD kePada Pelaku TP'

Bagran Ketiga
Tuntutan Perbendah araarl Khusus

Pasal2T

(1) untuk kepentingan daerah, kepala sryD atas nalna Bupati melakukan

tindakan pengaman"tt t"ttt"J"p uang barang dan dokumen lain' apabila

seorang bendahara/penyimp"i, bJang/ahli waris meninggal dunia'

melarilian diri atau berada dibawah pengampunan'

(21 Tindakan p""s;;r,, "tU*g"i*""" 
ait'i"ttsud pada ayat (1) tersebut berupa :

a. Untuk bendahara, buki kas dan semua buku-buku pembantu lainnya

diberi g"rir fi;tup dan ditandatangani oleh kepala sKlD' serta semua

bukti baik berupa uang, surat-surat, barang bgrharga' maupun

buku-buku lainya V""g a-i"t ggap sebagai bukti disimpan/dimasukan

dalam lemari besi dan disegel;

b. Untuk 
--p""r,*p"" #;;; dilakukan penyegelan terhadap gudang

dan/atau tempat penfmp;an barang-barang yang menjadi tanggung

3awaU penyimpan 6T ang yang bersangkutan'
(3) Tindakan pengamanan ""Uiti"itirra 

airiatsud pada a.yat (21 dituangkan

dalam berita acarapenyegelai yang disaksikan oleh saksi-saksi :

a. Ahli wari" u"gi'u" iauyi"ip"rfi*p"r, barang yang meninggal dunia;

b.Keluargaterd-etatbagiyangmelarikandiri;atau
c. pengampu (kurator) dfud hal bend ahara/penyimpan barang berada

dibawah PengamPuan'

Pasal 28

(1)TerhadapTPkhusus,bupatiatasrekomendasimajelispertimbanganTP-TGR
menugaskan Inspektorat "t", *"nunjuk pegawai yang ditugaskan untuk

membuat Perhitun gan ex-oJficio'

(2) Salinan t **1 p"rlritrrrg# ex-offtcio sebagaimana dimaksud pada ayat

(l)diberikan pengampu atau ahli-waris dari bendahara/penyrmpan barang

yang mengakibatkan t<erugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat

belas}rrari-aiuerikesempatanuntukmengajukankeberatan.

Pasal29

penyelesaian kerugian daerah melaui TP khusus dilakukan dengan pembayaran

secara tunai atau diangsur """rr"i 
ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada

tuntutan Perbendaharaan biasa'

Bagran KeemPat
Pencatatan

Pasal 30

Datam hal Tp khusus tidak dapat dilaksanakan karena bendahara/penyimparxan

barang meninggal dunia tanpa ahli waris atau tanpa pengampu' atau ada ahli waris



atau pengaErpu tidak dapat dimintakan pertanggungiawabannya' maka bupati

menerbitkankeputusantentangPencatatankerugiandaerah.

(1)

Pasal 31

Dengan diterbitkanrrya keputusan tentang pencatatan kerugian daerah

sebagaimana aimar."ra aengan 
-pasal 

21, 
- kasus yang bersangkutan

dikeluarkanaariaaministrasipemuutuanpiutangTP-TGR..
pencatatan ".urgJ**" 

aimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat

diproses kemUari-#"U1" Ug"aatraral plnyrmpan barang diketahui alamatnya

atau pengampu i "ntiwaris 
dapat dimintakan pertanggungiawabnnya sehingga

;il;t fp-tbn Japat ditasih dan disetorkan ke kas'

{21

BAB VIII

PEI{YELESAIANTUNTUTANGANTIRUGIKERUGIANDAERAHTERHADAP
PEGAWAI NON BENDAHARA

Pasal 32

penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai

danjatau tuntutan ganirugi biasa atau pencatatan'

Bagian Kesatu
Upaya damai

Pasal 33

(u penyelesaian kerugian daerahmemalui TGR diutamakan melalui upaya damai

oleh Inspektorat kepada p"g"*r,il*ttti *,tis yang mengakibatkan kemgian

daerah baik dibayar langsung atau tunai melalui "',g*','"n 
paling lama 2 (dua)

tahun.
(21 Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah hasil

pemeriksaan Inspektorat *;"V"t"t"" bahwa p"iutt" TGR terbukti melakukan

perbuatan melawan hukum sehingga menyeba-bkan kerugian daerah baik

sengaja "tt, 
i"i"t' lalai, dengan menerbitkan SI''frJM'

(3) Dalam hal nesawg/_alli #"ri" vr"g dituntut ganti rugi tersebut telah

menanda tangani SKTJM, ;"k" " yuig bersangkutan - yajib menye3hkan

jaminan kepada majelis p"rti*urrrg"t, "ito. lain datam bentuk

dokumen-dokumen sebagai berikut :

surat Kuasa Pemotongan Gaji i 
o*o, Kekevaan pegawai

;;kA *epemilikan Balang dan/atau Kekayaan lain atas nama .

Yang dikenai TGR ;
c. surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain

dari Pegawai Yang dikenai TGR'

(4) penyelesaiai pirtirrg"tCR dengan cara-.mengangsur bagi pelaku tuntutan

ganti .rgi ;;" pus F"*"rirrt"h-D""rah dilakukan-dengan cara menyetorkan

irg"rt"i langsung ke rekening kas daera|'
(S) Apabila Wg";;i;hli waris tidak dapat melaksanakan pembayaraan angsuran

dalam jangka waktu v"Ils 
-t"l"h ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana

dimaksud ayat (1), maka uarang jaminan pembayaran angsuran dapat dijuar

sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

a.
b.



Bagran Kedua
Tuntutan ganti rugi biasa

Pasal 34

(1) Tuntutan ganti rugi. dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti,

penelitian dan pemeriksaan-i""p"{"rat terhad'ap pelaku tuntutan ganti rugi

i""g diduga telah merugikan daerah'

(21 Kerugian a."r.t sebagalm.rr* ai*"tsud pada ayat (1) adalah kerugian daerah

yang di"kib;tk; olei' perbuatan melawan hukum'atau kelalaian atau tidak

melaksan akart kewajiban yang dipersalahkan kepad.arrya, ."9't. ada

hubunganrr," a""g"" p"f*"i,,"io fungsi ataupun dengan status jabatannya

baik langsung maupun tidak langsung'

Pasal 35

TGR yang tidak dapat diselesaikan memalui upaya damai, akan dikenakan

hrntutan ganti rugi biasa yrrg;;nyet"saiant'y" 
-di*"rahkan melalui Majelis

Pertimbangan.

Pasal 36

(1) Apabila usaha penyelesaian hrntutan ganti rugi melalui upaya damai

sebagaimana ai*rf.*ra pJ S r ayat (U tiJak berhasil' proses TGR biasa yang

diawali a""g", p"*U"rifun r"r, ""irru. 
tertulis oleh majelis pertimbangan atas

narna bupati kepada p.g**;lang dikenai TGR dengan menyebutkan :

a) ldentifis p"g"*"i'V""S *iryJU.Ukan kerugian daerah;

b) Jum1ah t"t "it*t' 
kerugian daerah yang harus; dan

;i sebab_sebab serta alasan penuntutan dilakukan.

(21 Pegawai yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari

sejak diterimanya ;;;t pemUerr;tatruan untuk mengajukan

keberatani;J;h diri-secara Lrtrti* dengan ar:"I* bukti danl atau

saksi yang iitrrrirrt""" kepada majelis pertimbangan TP-TGR.

(3) M4jelis p.'rti*Ui"gan te:TGR *"t*t"-roakan sidang untuk membahas dan

mengklarilikasipengajuarr-keberataan/pembelaandiriyangdisampaikan
pelaku t"";; i""fr *Si 

""ir*Uat-lambatnya 
14 (empat belas) hari kalender

sejak tanggal diteriman,a uyrla keberaLan/pembehan tersebut rugi

selambat-lambatnya f + 1erlp"iU"t"g hari kalendei sejak tanggal diterimanya

surat keberatan/ pembelaan tersebut'
(41 Apabila *;pui' i"rrglL batas waktu yang telah. qteqpkan sebagaimana

dimaksudpad.aAyat(2),pelakut'Fffi-GantiRugitidakmengajukan
keberatan/;;*b;i;ro'aiti' atau telah mengajukan -pembelaan 

diri tetapi

tidak dapat- membuktika[b;;; yang tersaigiartan bebas sarna sekali dari

kesalahan/ kelalaian, ;rk" firp"ti mengeluarkan Surat Keputusan

Pembebanan Kerugian Daerah'
(5)Pegawaiyangdl}",,gTGRdiberikankesempatanuntukmengajukan

permoho*r. firrairrg t ep.Ja pejabat-berwenang paling lama 3O (tiga puluh)

hari sejak d,iterimany" K"p*il;; Pembeba*an Kerugian Daerah dengan

disertai bukti dan/atau saksi'

t6) reputusai ti.Jr."t 9"td;g dari pejaUat berwenang sebagaimana dimaksud

pada Ayat (5) dapat U"top""*"rrg*"it* atau membatalkan Surat Keputusan

Pembebanan Kerugian Daerah, atau menambah/mengurangi-besarnya
jumlahkerugianyang.t'arusdibayarolehPegawaiyangdikenaiTGR.

(Tl Apabila p"rriofroir"tt U*ai"g sedagaimana Ii*aa*ud pada Ayat (5) diterima'

Bupati menerbitkan Surat KJputusan tentang Peninjauan Kembali'



Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 37

(1)PegawaiyangbertanggungjawablB".terjadinyakehilanganbarang
(bergerak/da;k bergerlk) a?p"t melakukan- penggantian berupa bentuk

uang atau barang.
(21 renggantian f..r.lgi"" berupa barang sebagaimana-dimaksud pada Ayat (1)

dilakukan khusus terhadap kendaraan berriotor roda 2 (dua) atau lebih, dan

yfflgumurperolehannyakurangdari3[tisa)ta}run,denganketentuan
sebagai berikut:
a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, tipe, jenis' tahun

pembuatan""tt*-to"disikelayakankendaraan;
b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan; darl

c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan

tanggung jawaU pegawai yang,diketyk" TGR'

(3) Nilai taksiraii ffgatrrrtg Vlog?ig"t ti rugr dalam bentuk uang sebagaimana

dimaksud p"a" ei"t (f ) ditetapfa, d"t g"r, berpedoman pada ketentuan yang

berlaku.

Bagian KeemPat

'i::r$"
Apabila Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengamprr/ahli waris yang

diketahui atau melarikan dlri maka Bupati menerbitkan Keputusan tentlng

pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 setelah

*""i"p"t p.*i*6*gan dari Majelis pertimbangan TP-TGR.

BAB IX
PEI{yELESAIANTUNTUTANGANTIKERUGIANDAERAH

TERHADAP PIHAK KETIGA

Bagran Kesatu
Upaya Damai

Pasal 39

(1) Pihak Ketiga yang tqrblkti bersalah dan merugikan Daerah diwajibkan

mengembrfr# k"ru*ian Daerah kepada Pemerintah Daerah'

12) eenyetesaianJp"rre"r;batan kerugiah Daerah sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) dapat dilakukan g."g"t "L"-qr*"i 
dan/a-tau melakukan penagihan

*."*. i*t"" melalui Badan/lnstansi Penagih yang berwenang'

(3) penyelesaian 
-.*u. 

damai sebagaimana 
-dimar<suo pada Ayat (2\ dapat

dilakukan-Lrrgrn p"*U*y"rr,"tunai sekaligus pada saat pemeriksaan

berlangsu"g v"i=s aiiluktikan dengan surat tanaa setoran (sTS) atau 1"19*
angsuran sampai tunas aatam iangta y*kt' selambat-Iambatnya 3 (tiga)

bulan t"rt iol'rlr-g sejak ditandatang*ni sKr.IM dan/atau sejak keputusan

pembebanan.
(4) Berdasarkan Bukti setor Pelunasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)'

Kehra rr,rar"li" Pertimbangan TP-TGR- mengeluarkan surat Keterangan

Pelunasan"*t"* nalna Pihak Ketiga yang bersangkutan'

(5) Dalam frJ-- nfrrf. K"tiga t;g a.;tuntut -ganti rugi tersebut telah

menandatangani SKTJM,-;"k; l"rrg tersan[kutan wajib -mgnVelahkan
jaminan kepad.a Majelis pertimbang*i tf-fCR, antara lain dalam bentuk

dokumen-d'okumen sebagai berikut :

a. Uutti-t"p"milikan b;;g dan/atau kekayaan lain atas narna pihak

ketiga Yang dikenai TGR;



(6)

b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain

dari pihak ketiga pegawai yang dikenai TgI'
Terhadap pih"k-K;A;; irog tla"t menyelesaikan kerugian Daerah' Ketua

Majelis Pertimbangro*tp+cn "t " ""*a 
eupau berwenang/berhak menjual/

melepaskan hak atas barang jaminan -untuk menyelesaikan danlatau

pelunasan f..**:iU"r, Hlilak Ketig" yang bersang!<utan kepada Pemerintah

Daerah.
Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6)

melebihi a.r, rc#ajiu*"y" kepada Pemerintah Daerah, maka kelebihan yang

dimaksud diserahtaniJii."*u:"rikan kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan'

Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6)

masih kurang dari kewajibannya [f94" Femerintah Daerah, maka Pihak

["tig" yang b-ersangkut ,, t9t"p- diwajibkan melunasi kekurangannya'

Apabila hasil p"f"pi""" tr:rk sebagai;ana dimaksud Ayat (6) masih terdapat

kelmrangan sedangkan Pihak 
- 

r?[g" berdasarkan keputusan Pengadilan

ternyata tidak *r*?, m91f9le_saikan kerugian Daerah, maka terhadap yang

bersanglnrtan dapat d,ilatnrkan evalualsi dan peninjauan terhadap

penuntutan"y" ""til 
menjadi keputusan keringanan atau penghapusan'

Bagran Kedua
Upaya Pemaksaan dan Tuntutan

Pasal 4O

Penyelesaian/pengembalian -dengan car-a I**" sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3i';':y"i A) dilakuk; apabila Pil"k Ketiga yang. bersangkutan

terbukti bersalah dan merugikan D3.erah akan tetapi tidak mau

menandatan*"rt 5KTJM aan 1 atiiingkar janji terhadap perbuatannya untuk

mengembalikan kerugian Daelah atalkeputusan pembebanan, maka kepada

yang bersangkutan iapat dikenakan penrrntrrtan dengan cara paksa dart

melibatkan Pihak berwenang'
pihak Berwenang sebagai*"rru. dimaksud pada Ayat (1) adalah Kepolisian

Negara Republik"Indon|sia, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) dan Badan Peradilan'
Penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang sebagaimana

dimaksud p"aE Ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB X
PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP

KERUGIAN DAERAH

Pasal 41

Kerugian Daerah yang terjadi.akibat kesalahan beberapa pegawai danlata]d

pejabat yang ;;r*" pJmeriksaan terbukti melakukan bersama-sama'

merupakan tanggungiawab t ttt"rrg da1 ditetapkan berdasarkan bobot

keterlibatanny", G*.ri trrutan inisiatif, kelalaian I kesalahan'

KerugianDaerahyangterjadiatiu"tpemakaiankendaraanoperasionaloleh
unit lain I pegawar dalam "tto Hnitup SKPD untuk kepentingan dinas

merupakan tanggungiawab pemakai barang'

Kemgian Daerah yang terjadi utiU"t p"*"L"ir, kendaraan operasional oleh

unit lain/pegawai dal-am satu iXpO'"t^, diluar SKPD untuk kepentingan

diluar dinas merupakan tanggungiawab pengguna barang'

Kerugian Daerah yang terjadi ,,U1"t p"*rt iu" kendaraan operasional oleh

unit lain/pegawai diluar SKPD ,rrrtot kepentingan dinas merupakan

tanggungi awab Pemakai baraltE'
Kemgian Daerah yang te4aai aruat pemakaian barang inventaris selain

(71

(8)

(e)

(1)

(2)

(3)

(1)

l2l

(4)

(3)

(s)



kendaraan bermotor dalam satu SKPD atau diluar SKPD untuk kepentingan

dinas merupakan tanggungiawab pemakai barang'
(6) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian barang inventaris oleh

lembaga "o" 
p6*""tit t ir/perorangan tanpa perikatan merupakan

tanggungiawab Pengguna barang'

Pasal42

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGII yang akan dicantumkan dalam SKTJM

atas kesalahan/kelaraian perakutp- tcn,-perru diperhatikan faktor-faktor yang

meringankan atau membeiatkan, sehingga bobot teiahfran dapat dikelompokkan

dalam kriteria sebagai berikut: - - -^L-^\a. bobot r.""JJ-i" ,irrg"rr, dikenakan sebesar 1% (satu per seratus) sampat

dengan gaJt' iig" p;hh empat per seratus) dari ke-rugian Daerah yang

diakibatkan, "b"u1i 
pelaku r'p-rcn, dalam melaksanakan tugas kedinasan

tertimpa te;aaian yang dapat merugikan Daerah;

b. bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus)

sampai dengan 690/o (enar*d"h sembilan-per seritrrsl dari kemgian Daerah

yang aiar<i-fatr.an, apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan kedinasan

i"tti*p" kejadian yang dapat rnerugikan Daerah;

c. bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 7oolo (tujuh puluh per seratus)

sampai dengan LOOo/o1""t*tu* persen) {"1 l:"*gian Daerah yang diakibatkan',

apabila peiatc* TP-TGR mefa:mfcan kelalaian atau perbuatan melanggar

hukum ""t,i"gg" 
tertimpa kejadian yang dapat merugikan Daerah.

Pasal 43

penetapan bobot kesalahan dan besaran presentase dari kerugian Daerah

sebagaimana dimaksud daram pasar 42 dilak;anakan oleh Majelis Pertimbangan

TP-TGR Ueraasart<an hasil pertimbangan pemeriksaan/persidangan'

Pasal 44

Kerugian Daerah yang terjadi akibat kejadian aJam misalnya bencana alam seperti

gempa bumi, 1",,:"h iorrg-*or, b;3; din tcebakaran atau proses alamiah seperti

membusuk, mencair, men5ruSut, menguap, mengqrai dan dimakan rayap' maka

p.S"*"i yangbersangkutan dibebaskan dari TP-TGR'

BAB XI
DALUWARSA

Bagian Pertama
Tunftrtan Perbendaharaan'

Pasal 45

(1) Tuntutan Perbendahara€ur bisa dinyatakan daluwarsa apabila banr diketahui

setelah tewai 3O (tiga puluh) tahun atas kekurangan k1s dan / ata.o barang'

dalam kasus dimak-sua tia"t dilakukan upaya-upaya lain'

(21 Tuntutan Perbendah u"u, terhadap atrti *aris atau yang berhak lainnya

dinyatakan daluwarsa apabila jangta waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir

setelah:
a.Meninggalnyabendaharawantanpaadanyapemberitahuan;
b. Jangki-w.tt, untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat

KeputusanPembebanantidakperna}rditerapkan.



Bagran Kedua
Tuntutan Ganti Rugt

Pasal 46

Tuntutan Ganti Rugr dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir

tahun Kerugian Oierah diketahui atau 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun

perbuatan berakhir diketahui.

BAB xII
PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH

Bagran Kesatu
Penghapusan

Pasal 47

(1) Apabila Pelaku TP-TGR ataupun pengampu lyutgmemperoleh hak/ahli waris

yang berdasarkan SKTJM ai*aiiUt an *"t rt ggrng kerugran Daerah tidak

mampu *"*b"y*, ganti rugi tersebut,- maka yang bersangkutan harus

mengajukan permohon"r, t"""ta tertulis kepada Bupati untuk penghapusan

atas kewajibannYa.
(21 Atas dasar permohonan tertulis sebagaimanadimaksud pada Ayat (1), Bupati

memerint"trt rl Majelis Pertimbang"t tn-rcR untuk melakukan penelitian'

(3) Apabita setelah dilakukan p".r"liti"r, oleh Majelis TP-TGR sebagaimana

dimaksudpaaaAyat(2)ternyatapglakuataupunpengamplrlyu,g
memperoleh hak/.fli *"ti* memang tiaat m€unpu, maka Bupati dapat

menerbitkan Surat Keputusan p"t gh"pr"a, piutang TGR baik sebagian

ataupun seluruhnYa.
(4) eparita setelah aiur.okatr penelitian oleh Majelis TP-TGR sebagaimana

dimaksud p"a" Ayat lr2l ternyata pelaku ataupun pengampu lyu'g
memperoleh hak/ahli *"ti" memang tiaat malnpu, maka Bupati dapat

menerbitkan permohonan penghapusan piutang Tuntutan Perbendaharaart

(TP) kePada Pihak BPK - RI'
(S) penghapusai piutang TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), sepanjang
\- ' *"r&"rigk"t piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan qE! :

a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan np 5.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar

ruPiah); . rr r-1-:r^ )^
b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari

Rp 5.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah)'

Pasal 48

(1) Dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ahli waris, maka Majelis
pertimbang; fP-TGR dapat mEekomendasikan kepada Bupati untuk
menghaPus Piutang TP-TGR'

(21 nt""- dasar' rekoirendasi Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana

dimaksud paaa Ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan

piutang TGR.
(3) Rt"" Ir*", rekomend.asi Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1), rupati menerbitkan permohonan penghapusan

piutang TP kePada BPK - RI'

BAB XIII
PEI\TYETORAN

Pasal 49

(1) Penyetoran Kerugian Dlerah dilakukan oleh yang bersangkutan dgngan

menggunakan tuia* bukti setor yang berlaku pada Rekening Kas Umrrm



Daerah.
(21 Tembusan Bukti setor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan

kepada:
a. 

-Sekretariat 
Majelis TP - TGR

b. Inspektorat urituk pemantauan tindak lanjut; dan

c. BKD unttrk pertimbangan hukuman disiptin'

BAB XIV
PELUNASAN

Bagran Kesatu
Pelunasan Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 5O

(1) Apabila seluruh kewajiban telah dilunasi, pelaku tuntutan perbendaharaan

melaporkan hal tersetut kepada 59prt" S-atrran Keda tempatnya bertugas

p"rinrr pelunasan tersebut disertai dengan bukti setoran'

{21 Kepala s*tuuo Kerja melaporkan pelunasan tersebut kepada Bupati Katingan

melalui Ketua Majelis TP-TGR secara tertulis dengan melampirkan bukti

setoran.
(3) Bupati Katingan melalui Ketua Majelis TP-TGR mernerintahkan agar

dilakukan verifikasi atas pelunasan tersibut, untuk kemudian Majelis TP-TGR

akan *",,g"1,,*'k''' Surat Keterangan Penyelesaian Kenrgian.

(4) surat xeterangan penyelesaian xeirgian iersebut dikirimkan beserta dengan

bukti-buf.ti ieif.ait kepada--e;a"" PEmeriksa Keuangan Republik Indone sia

agar daPat ditindaklanj uti'

Bagran Kedua
Pelunasan Tuntutan Ganti Rugt

Pasal 51

(1) Apabila seluruh kewajiban telah dilunasi, pelaku tuntutan ganti kerugian

(TGR) melaporkan hal tersebut kepada Bupati Katingan melalui Ketua Majelis

TP-TGR """"r" 
tertulis dengan melampirkan bukti setoran'

(zl Bupati K"rt"g; mehlui- Ketua Majelis TP-TGR memerintahkan agr
dilakukan verifikasi atas pelunasan tersebut, untuk kemudian Majelis TP-TGR

akan mengeluarkan surat Keterangan Penyelesaian Kelusian Daerah'

(g) Berdasarkln Surat Keterangan Fenyetesaian Kerugian, Bupati Katingan

menerbitkan surat Ketetapan*Penyelesaian Kerugian Daelah'

(4) Surat Xetetapan Pgnyeleqran Kerugian tersebut dikirimkan beserta dengan

bukti_buati-'terkait 
-tepaaa 

baaanlemeriksa Keuangan Repubrik Indonesia

sebagai laPoran.

BAB )O/
PELAPORAN

Pasal 52

Bupati melaporkan perkembangan pelak-sanaan penyelesaian kerrrgian Daerah

*"ti^p semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan'

BAB XVI
INSENTIF
Pasal 53

(1) Majelis Tp-TGR dan sekretariat diberikan insentif sebagai bentuk tanggung
' ' jariab dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan;
(2) Besar* irr".rrtif sebagiimana ai*It *rrd ayat lf1 aittur dalam Lampiran II



Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Terhadap Kemgian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum

diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap diselesaikan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor

28 Tahun z}rc tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Keuangan

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Birpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Katingan
Pada tanggal 27-5'2016

DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

BERITA ACARA KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL6 NOMOR .}OO

Ditetapkan di Katingan
pada tanggal 2?-5-2016

NIKODEMUS


